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1. TUJUAN PROSEDUR 

Pedoman ini ditujukan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas 

Buddhi Dharma dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain secara melembaga, yang 

berisi berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan 

kerjasama. 

 
2. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup yang dibahas dalam SOP ini mencakup empat tahapan kegiatan, yaitu : 

a. Perintisan program kerjasama;  

b. Pengesahan program kerjasama; 

c. Pelaksanaan program kerjasama dan;  

d. Monitoring dan evaluasi program kerjasama 

 
3. DEFINISI ISTILAH 

a. Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak Universitas Buddhi Dharma 

dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan 

pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan 

kerjasama ; 

b. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Universitas 

Buddhi Dharma dengan pihak lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar 

negeri;  

c. Unit adalah semua unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Buddhi Dharma 

yang diwakili oleh Kepala unit atau Pimpinan unit (Rektor/Dekan) yang ditunjuk.  
 

4. PROSEDUR 

Bentuk Kerjasama  

a. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan; 

b. Penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik; 

c. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu; 

d. Penyelenggaraan kerjasama pengabdian kepada masyarakat; 

e. Penyelenggaraan kerjasama di bidang manajemen; 

f. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana serta; 

g. Bentuk kerjasama komersial lain yang belum tertuang dalam pedoman ini. 

 

Mitra Kerjasama 

a. Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;  

b. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri maupun Swasta, baik yang Nasional, Regional, 

maupun Internasional; 

c. Dunia usaha/Industri/Perusahaan Nasional maupun Internasional; 

d. Lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian; 

e. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;  

f. Alumni dan;  

g. Organisasi non Pemerintah baik Nasional maupun Internasional 

 

 

 

 



Langkah-langkah perencanaan operasional kerja sama yang dapat dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. melakukan evaluasi diri dengan analisis yang tepat; 
b. berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilihlah potensi yang layak dan menguntungkan 

(feasible and profitable) untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama; 
c. menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai;  
d. menetapkan ruang lingkup kerjasama: institusional, lokal, atau nasional,; 
e. menentukan pihak yang memiliki potensi, membutuhkan, dan melaksanakan kerja 

sama; 
f. menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait; 
g. menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada asas saling 

menguntungkan, income generating, dan resource sharing; 
h. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan; 
i. menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi; 
j. menetapkan tindak lanjut berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. 
 

Kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain hendaknya dituangkan dalam 

naskah kesepahaman yang dibuat antara kedua belah pihak yang disebut dengan Piagam 

Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU). 

 

Dengan mengacu pada ketentuan diatas, maka prosedur yang dilakukan secara umum saat 

ini adalah : 
a. Setiap rencana kerja sama yang dilakukan dengan pihak luar harus dibuatkan proposal 

dan diajukan kepada Rektor untuk dianalisa (dipelajari bentuk dan sifat kerjasama) 

b. Proposal kerja sama yang telah disetujui, didisposisi ke Kabiro kerjasama untuk 

dibuatkan dokumen bukti kerja sama dan diarsipkan. 

c. Setiap kerja sama yang dilakukan dengan pihak luar harus memiliki 

laporan/dokumentasi berkala mengenai perkembangan dan hasil dari kerja sama yang 

telah dilakukan untuk diarsipkan. 

d. Kerjasama yang mempunyai nilai finansial, harus diberitahukan kepada Rektor 

tentang besarnya dana yang digunakan dan memberikan bagi hasil kepada Universitas 

sesuai dengan aturan yang telah disepakati di MOU 

 

Indikator Keberhasilan Kerjasama  

a. Kuantitas dan Kualitas  
- Kuantitas berdasarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu 

kerjasama.  
- Kualitas; berdasarkan equity quality assurance, keberlanjutan (sustainability), 

pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain di luar UBD. 
b. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.  
c. Menambah income generating kedua belah pihak. 
d. Menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku. 
e. Memperoleh generating avenue. 

 

1. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP 

a. Rektor & Warek 

b. Dekan & Kaprodi 

c. Kabiro Kerjasama 

d. Kabiro Kemahasiswaan 

e. Alumni 



f. User 

 

2. BAGAN ALIR PROSEDUR 

-  

 

3. REFERENSI 

1. Statuta 

 


